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2.1 Tinjauan Tentang Anggaran
2.1.1 Pengertian Anggaran
Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan
pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang
diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara
sistematis (PP No.24/2005)
Menurut Nafarin (2004:131) Anggaran adalah suatu rencana keuangan
periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran
merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang secara
kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu
tertentu.
Anggaran adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis daripada
pelaksanaan tanggung jawab manajemen didalam perencanaan, koordinasi dan
pengawasan. Anggaran adalah bentuk kuantitatif dari rencana tersebut, dinyatakan
dalam istilah fisik atau keuangan atau keduanya.
Anthony dan Govindarajan (2005:67) mengemukakan bahwa anggaran
mempunyat karakteristik sebagai berikut:
1. Anggaran mengestimasi potensi laba dari suatu unit bisnis tersebut.
2. Dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin
didukung dengan jumlah non moneter (contoh:unit yang dijual atau
produksi)
3. Biasanya meliputi waktu selama setahun. Dalam bisnis-bisnis yang
sangat dipengaruhi faktor-faktor musiman, mungkin ada dua anggaran
per tahun misalnya, perusahaan busana biasanya memiliki anggaran
musim gugur dan musim semi.
4. Merupakan komitmen manajemen, manajer setuju untuk menerima
tanggungjawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran.
5. Usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi
wewenangnya dari pembuat anggaran.
6. Setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi
tertentu.
7. Secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran,
dan varians dianalisis dan dijelaskan.
Dapat disimpulkan anggaran merupakan rencana kuantitatif dalam bentuk
moneter dan nonmoneter yang menunjukan perolehan sumber daya organisasi sebagai
alat koordinasi, komunikasi, perencanaan dan pengendalian biaya dalam jangka
waktu tertentu serta sebagai kinerja manajemen dalam upaya mencapai tujuan
organisasi.
2.1.2 Tujuan Anggaran
Setiap kegiatan yang dilakukan pasti memiliki tujuan, demikian pula
anggaran. Secara umum anggaran bertujuan untuk memberikan pedoman bagi
organisasi untuk menjalankan aktifitas yang ditujukan untuk mencapai target yang
telah ditetapkan sehingga produktifitas tercapai secara optimal.
Menurut Nafarin (2004:12) tujuan disusunnya anggaran antara lain:
a. Digunakan sabagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan
investasi dana.
b. Memberikan batasan atas jumlah dana yang dicari dan digunakan.
c. Merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana,
sehinggan dapat memudahkan pengawasan.
d. Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencari hasil yang
maksimal.
e. Menyempurnakan rencana yang telah disusun, karena dengan anggaran
lebih jelas dan nyata terlihat,dan
f. Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang
berkaitan dengan keuangan.
Menurut Karyoso (2005) mengemukakan bahwa tujuan anggaran adalah:
a. Sebagai alat tanggung jawab , terutama keluar (external accountability).
b. Sebagai alat informasi untuk kebutuhan didalam organisasi (biasanya
dibutuhkan oleh manajemen).
c. Sebagai alat bantu bagi terselenggaranya program dan proyek yang lebih
berhasil (efektif).
d. Menetapkan pedapatan dan pengeluaran.
e. Membantu dalam perumusan kelayakan dan perencanaan.
f. Pengesahan pengeluaran-pengeluaran dimasa yang akan datang.
g. Menyediakan atau membentuk dasar bagi pengendalian pendapatan dan
pengeluaran.
h. Memotivasi manajer dan pegawai.
i. Mengkoordinasikan berbagai kegiatan dengan tujuan yang berbeda-beda
dalam suatu organisasi.
2.1.3 Partisipasi Anggaran
Rangga (2006:33) menyatakan bahwa partisipasi anggaran sebagai proses
di mana bawahan atau pelaksana anggaran diberikan kesempatan untuk terlibat
dan mempunyai pengaruh dalam proses penyusunan anggaran. Kesempatan yang
diberikan diyakini meningkatkan pengendalian dan rasa keterlibatan dikalangan
bawahan atau pelaksana anggaran.
Menurut Alim (2007) penganggaran terbagi 2 yaitu : penganggaran
Buttom-Up (partisipatif) dan penganggaran Top-Down. Pada penganggaran
partisipatif, proses penyusunan anggaran mengijinkan para manajer maupun
pegawai dengan level paling rendah berpartisipasi secara signifikan dalam
pembentukan anggaran. Sedangkan dalam penganggaran Top-Down proses
penyusunan anggaran tidak melibatkan bawahan secara signifikan. Milani dalam
Sardjito mendefenisikan partisipasi anggaran sebagai tingkat pengaruh dan
keterlibatan yang dirasakan individu dalam proses perencanaan anggaran.
Menurut Kenis dalam Darlis (2004:12) mengemukakan partisipasi anggaran
adalah sejauh mana manajer berpartisipasi dalam menyiapkan anggaran dan
mempengaruhi sasaran anggaran dari masing-masing pusat pertanggungjawaban.
Menurut Abdur (2004:56), partisipasi adalah suatu proses pengambilan
keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak di mana keputusan tersebut
akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya, dengan
demikian para manajer tingkat bawah memiliki suara dalam proses
manajemen.Ketika perencanaan diterapkan, partisipasi mengacu pada keterlibatan
manajer tingkat menengah dan bawah dalam pengambilan keputusan yang
mengarah pada penentuan tujuan operasional dan penetapan sasaran kinerja.
Dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggaran atau penganggaran
partisipatif adalah tingkat pengaruh dan keterlibatan individu dalam pusat
pertanggungjawaban dalam menyiapkan dan mempengruhi sasaran anggaran
dibagiannya masing-masing.
2.2 Anggaran Sektor Publik
2.2.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik
Anggaran sektor publik adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup
estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan
untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu (Bastian,2006:803).
Anggaran pemerintah pemerintah adalah pernyataan mengenai estimasi
kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu dalam ukuran finansial.
2.2.2 Jenis Anggaran Sektor Publik
Anggaran dalam ruang lingkup sektor publik menurut Mardiasmo
(2004:56) terdiri dari 2 jenis yaitu:
1. Anggaran Operasional
Anggaran operasional digunakan  untuk merencanakan kebutuhan sehari-
hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang  dapat di
kategorikan dalam anggaran operasional adalah “belanja rutin”. Belanja rutin
adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak
dapat menambah asset atau kekayaan bagi pemerintah. Disebut “rutin” karena
sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang dan setiap tahun. Sacara umum,
pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain belanja
administrasi umum dan belanja operasi pemeliharaan.
2. Anggaran Modal atau Investasi
Anggaran modal menunjukan rencana jangka panjang dan pembelanjaan
atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya.
Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan
pinjaman. Belanja investasi atau modal adalah pengeluaran yang manfaatnya
cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan
pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya
operasional dan pemeliharaan. Anggaran berfungsi sebagai alat politis yang
digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan pada sektor
publik tersebut.
2.2.3 Konsep Panganggaran Daerah
Anggaran daerah harus bisa dijadikan sabagai tolak ukur dalam
pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah harus
bisa menggambarkan sasaran kinerja yang jelas.
Dalam konteks pemerintahan daerah, anggaran dikenal dengan APBD.
APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Untuk itu
APBD yang pada hakikatnya merupakan kuantitatif dan sasaran pemerintahan
daerah serta pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam rencana kerja yang
nantinya akan disepakati.
2.3 Sistem Pengukuran Kinerja
Sistem pengukuran kinerja memiliki sasaran implementasi strategi,
dalam menetapkan sistem pengukuran kinerja manajemen puncak memilih
serangkaian ukuran-ukuran yang menunjukkan strategi perusahaan. Larry sistem
pengukuran kinerja adalah frekuensi pengukuran kinerja pada manajer dalam unit
organisasi yang dipimpin mengenai kualitas dalam aktivitas operasional
perusahaan.
Pengukuran kinerja merupakan alat untuk meningkatkan kualitas
pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Dengan melakukan pengukuran kinerja
kita bisa memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkan
dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk perbaikan kinerja periode
berikutnya
Dwiyanto (2009:54) mengemukakan tiga konsep yang dapat dijadikan
sebagai acuan untuk mengukur kinerja organisasi publik yaitu : responsivitas
(responsiveness), responsibilitas (responsibility), dan akuntabilitas
(accountability).
Responsivitas mengacu kepada keselarasan antara program dan kegiatan
pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan
masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik, jika
keselarasan itu terjadi maka kinerja organisasi itu dinilai lebh baik. Sementara
resvonsibilitas menjelaskan sejauh mana pelaksanaan kegiatan organisasi publik
itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip baik dan implisit maupun eksplisit.
Semakin kegiatan publik ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip
administrasi, peraturan dan kebijakan organisasi maka kinerja dinilai semakin
baik. Sedangkan akuntabilitas mengacu seberapa besar pejabat publik dan
kegiatan organisasi publik tunduk kepada pejabat politik yang dipilih rakyat, oleh
karena itu kinerja pada dasarnya merupakan hasil kerja secara kualitas dan
kuantitas yang dicapai oleh seorang manajerial dalam melaksanakan tugas sesuai
tanggungjawabnya.
2.4 Akuntansi pertanggungjawaban
Akuntansi pertanggungjawaban menurut definisi Menurut Hansen,
Mowen (2005:116) adalah sebagai berikut : Akuntansi pertanggungjawaban
adalah Sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat
pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk
mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Sedangkan menurut Mulyadi
(2006:129) dikemukakan bahwa :
“Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang disusun
sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan penghasilan
dilakukan dengan bidang pertanggungjawaban dalam organisasi dengan tujuan
agar dapat ditunjuk orang atau kelompok yang bertanggungjawab terhadap
penyimpangan dari biaya dan penghasilan yang dianggarkan”.
Didalam pengertian di atas Mulyadi menyimpulkan bahwa syarat untuk dapat
menerapkan akuntansi pertanggungjawaban :
1. Struktur organisasi
Dalam akuntansi pertanggungjawaban struktur organisasi harus
menggambarkan aliran tanggungjawab, wewenang dan posisi yang jelas untuk
setiap unit kerja dari setiap tingkat manajemen selain itu harus menggambarkan
pembagian tugas dengan jelas pula. Dimana organisasi disusun sedemikian
rupa sehingga wewenang dan tanggungjawab tiap pimpinan jelas. Dengan
demikian wewenang mengalir dari tingkat manajemen atas ke bawah,
sedangkan tanggungjawab adalah sebaliknya.
2. Anggaran
Dalam akuntansi pertanggungjawaban setiap pusat pertanggungjawaban
harus ikut serta dalam penyusunan anggaran karena anggaran merupakan
gambaran rencana kerja para manajer yang akan dilaksanakan dan sebagai
dasar dalam penilaian kerjanya. Diikut sertakannya semua manajer dalam
penyusunan.
3. Penggolongan biaya
Karena tidak semua biaya yang terjadi dalam suatu bagian dapat
dikendalikan oleh manajer, maka hanya biaya-biaya terkendalikan yang harus
dipertanggung jawabkan olehnya. Pemisahan biaya kedalam biaya
terkendalikan dan biaya tak terkendalikan perlu dilakukan dalam akuntansi
pertanggungjawaban.
a. Biaya terkendalikan adalah biaya yang dapat secara langsung dipengaruhi
oleh manajer dalam jangka waktu tertentu.
b. Biaya tidak terkendalikan adalah biaya yang tidak memerlukan keputusan
dan pertimbangan manajer karena hal ini tidak dapat mempengaruhi biaya
karena biaya ini diabaikan.
4. Sistem akuntansi
Oleh karena biaya yang terjadi akan dikumpulkan untuk setiap tingkatan
manajer maka biaya harus digolongkan dan diberi kode sesuai dengan
tingkatan manajemen yang terdapat dalam struktur organisasi. Setiap tingkatan
manajemen merupakan pusat biaya dan akan dibebani dengan biaya yang
terjadi didalamnya yang dipisahkan antara biaya terkendalikan dan biaya tidak
terkendalikan. Kode perkiraan diperlukan untuk mengklasifikasikan perkiraan-
perkiraan baik dalam neraca maupun dalam laporan rugi laba.
5. Sistem pelaporan biaya
Bagian akuntansi biaya setiap bulannya membuat laporan pertanggungjawaban
untuk tiap-tiap pusat biaya. Setiap awal bulan dibuat rekapitulasi biaya atas
dasar total biaya bulan lalu, yang tercantum dalam kartu biaya. Atas dasar
rekapitulasi
biaya disajikan laporan pertanggungjawaban biaya. Isi dari laporan
pertanggungjawaban disesuaikan dengan tingkatan manajemen yang akan
menerimanya. Untuk tingkatan manajemen yang terrendah disajikan jenis
biaya, sedangkan untuk tiap manajemen diatasnya disajikan total biaya tiap
pusat biaya yang dibawahnya ditambah dengan biaya-biaya yang terkendalikan
2.4.1 Pengertian Pusat Pertanggungjawaban
Hansen, Mowen (2004:163) mengartikan pusat pertanggungjawaban
sebagai berikut :“Pusat pertanggungjawaban merupakan suatu segmen bisnis
yang manajernya bertanggung jawab terhadap serangkaian kegiatan-kegiatan
tertentu”.
Pusat pertanggungjawaban merupakan suatu tingkatan bisnis dimana
manajer mempunyai pertanggungjawaban untuk melaporkan aktivitasnya dan
mempertanggungjawabkan aktivitas yang telah dilakukannya, dan dalam
pelaksanaannya manajer pusat pertanggungjawaban dibantu oleh manajer lain dan
pekerja-pekerja.
1. Cost Center (Pusat biaya)
Pusat biaya adalah suatu subunit dalam organisasi yang mengontrol biaya
dari aktivitas produksi yang dilakukan dan tidak mengontrol pendapatan dan
investasi, serta ada pembatasan antara masukan dan keluaran karena adanya
tanggungjawab biaya yang harus dipertanggungjawabkan oleh manajer.
Pusat biaya (expense center) merupakan pusat pertanggungjawaban
dimana input atau biaya diukur dalam unit moneter namun outputnya tidak diukur
dalam unit moneter. Pembagian pusat biaya yaitu: (a) Pusat biaya teknik/standar
(standard or engineered expense center) adalah elemen biaya yang benar-benar
terjadi dan dapat diukur secara pasti karena mempnyai huungan yang erat dengan
output yang dihasilkan. Misalnya: bahan baku, upah tenaga kerja, bahan bakar
habis pakai, bahan-bahan pembantu lainnya. (b). Pusat biaya kebijakan adalah
biaya yang sebagian besar yang terjadi tidak mempunyai hubungan yang erat
dengan output yang dihasilkan. Ada beberapa pembagian pusat biaya kebijakan
yaitu: 1) Pusat biaya administrasi dan umum 2) Pusat biaya penelitian dan
pengembangan 3) Pusat biaya pemasaran.
Pusat biaya juga mengkonsumsi masukan dan menghasilkan keluaran,
namun keluaran pusat biayanya tidak diukur dalam bentuk pendapatan. Hal ini
disebabkan karena manajer pusat biaya tidak dapat mengendalikan pendapatan
penjualan atas keluaran yang dihasilkannya dan keluaran pusat biaya tidak dapat
atau sulit diukur secara kuantitatif.
2. Revenue Center (Pusat pendapatan)
Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban di dalam suatu
organisasi yang prestasinya dinilai berdasarkan pendapatan dan tidak mengontrol
biaya serta tingkat investasi. Ukuran prestasi pusat pertanggungjawaban ini yang
terpenting adalah pendapatan dan hanya biaya yang dapat dikendalikan langsung
oleh setiap pusat pendapatan.
Pusat pendapatan (revenue center) merupakan pusat pertanggungjawaban
dimana outputnya diukur dalam unit moneter, tetapi tidak dihubungkan dengan
inputnya. Kinerja keuangan pusat pendapatan diukur atas dasar pendapatan yang
diperoleh, yaitu hasil kali antara unit yang dijual dengan harga jualnya.
Pusat pendapatan merupakan bagian dari pusat pertanggungjawaban yang
mengontrol pendapatan, tetapi tidak mengontrol manufakturing dan biaya akuisisi
dari produk atau jasa yang dijual atau tingkat investasi yang dipakai oleh pusat
pertanggungjawaban dan manajernya memegang tanggung jawab untuk
menentukan pendapatan subunitnya. Jadi pusat pendapatan adalah pusat
pertanggungjawaban di dalam suatu organisasi yang prestasinya dinilai
berdasarkan pendapatan dan tidak mengontrol biaya serta tingkat investasi.
Ukuran prestasi pusat pertanggungjawaban ini yang terpenting adalah pendapatan
dan hanya biaya yang dapat dikendalikan langsung oleh setiap pusat pendapatan.
Profit Center (Pusat laba)
Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban yang manajernya
memiliki tanggungjawab untuk mengontrol pendapatan dan biaya yang
dikeluarkan untuk produk atau jasa yang dihasilkan, tidak mengontrol tingkat
investasi.
Pusat laba prestasinya dinilai atas dasar selisih antara pendapatan dengan
biaya dalam pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Pada umumnya pusat
laba dibentuk jika perusahaan mempunyai usaha yang bervariasi sifatnya sehingga
manajemen puncak mendelegasikan wewenangnya ke manajer yang lebih rendah.
4. Investment Center (Pusat investasi)
Pusat investasi mengharuskan manajer dan karyawannya mengontrol
pendapatan, biaya dan tingkat investasi dalam pusat pertanggungjawaban, karena
manajernya bertanggung jawab untuk keuntungan subunitnya dan penggunaan
modal atau investasi ke dalam subunitnya akan menghasilkan laba. Jadi pusat
investasi dalam suatu organisasi yang mempunyai pengendalian atas biaya dan
pendapatan serta pengendalian atas dana investasi agar memperoleh laba yang
lebih besar.
Dalam konteks pemerintah yaitu kinerjanya tidak memaksimalkan laba
melainkan memberikan pelayanan kepada publik. Karena itu peneliti membatasi
masalah pada pusat biaya saja. Pusat biaya adalah pusat tanggung jawab yang
inputnya diukur secara moneter, namun outputnya tidak.
2.5 Kinerja Manajerial Sektor Publik
Kinerja manajerial merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujan, visi
dan misi pada organisasi. Secara umum, kinerja  adalah prestasi yang dicapai oleh
organisasi dalam periode waktu tertentu. Kinerja yang efektif adalah apabila
tujuan dari anggaran tercapai dan partisipasi dari bawahan memegang peranan
penting dalam mencapai tujuan (Bastian,2006:42).
kinerja manajerial sebagai kecakapan manajer dalam melaksanakan
kegiatan-kegiatan manajerial antara perencanaan, investigasi, koordinasi,
supervisi, pengaturan staf, negoisasi dan representasi.
Kinerja berkaitan dengan proses pelaksanaan tugas seseorang sesuai
dengan tanggung jawab yang dimillikinya. Winadarta (2004:67) membahas
konsep kinerja dalam kaitannya dengan kinerja manajemen, dan mendefenisikan
kinerja manajemen berdasarkan fungsi-fungsi manajemen yang dimasukkan ke
dalam konstruk kinerja manajemen tersebut, yaitu perencanaan, investigasi,
pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, staffing, negosiasi,  dan perwakilan.
Kinerja adalah gambaran suatu pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan
atau program ataupun suatu kebijaksanaan dalam mewujudkan suatu sasaran,
tujuan, misi serta untuk mencapai visi suatu organisasi (Bastian,2006:181).
Kinerja dibedakan  menjasi dua, yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi.
Kinerja individu adalah hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas dan kuantitas
berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan, sedangkan kinerja organisasi
adalah gabungan dari kinerja individu dengan kelompok (Mangkunegara dalam
Yuliana,2007:34).
Mengukur kinerja  sektor publik merupakan aspek penting untuk menilai
pencapaian tujuan.  Ukuran kinerja harus dapat mencakup secara menyeluruh
seperti visi, misi, sasaran, tujuan, dapat dipercaya , memberikan tanggung jawab
yang jelas, memperhatikan prioritas dan berguna untuk pelanggan eksternal
maupun internal serta pembuat kebijakan.
Vincent Gasperst (2004:12) merumuskan pengukuran kinerja sektor publik
yaitu:
1. Memilih ukuran kinerja awal
2. Mengevaluasi ukuran-ukuran kinerja
3. Memilih ukuran-ukuran kinerja kunci
4. Menentukan kebutuhan dana
5. Mendefinisikan ukuran-ukuran kinerja
6. Menentukan kinerja-kinerja dasar.
Kinerja pemerintah daerah dengan sendirinya merupakan seluruh
pencapaian hasil selama pelaksanaan  otonomi daerah untuk mencapai tingkat
kinerja seperti yang diharapkan tentunya harus dirumuskan rencana kerja yang
berisi penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana
stategi pemerintah daerah. Berdasarkan strategi tersebut maka dapat terlihat dan
diukur sejauh mana pemerintah daerah telah mampu mencapai sasaran yang telah
ditetapkan baik dengan indikator kuantitatif maupun kualitatif.
2.6 Pengembangan Hipotesis
2.6.1 Hubungan Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manajerial
Partisipasi dapat meningkatkan kinerja karena partisipasi memungkinkan
bawahan mengkomunikasikan apa yang mereka butuhkan kepada atasannya.
Dalam penyusunan anggaran diperlukan komunikasi antara atasan dan bawahan
untuk saling memberikan informasi disamping dapat memberikan kesempatan
memasukkan informasi lokal karena bawahan lebih mengetahui kondisi langsung
pada bagiannya.
Partisipasi penganggaran merujuk kepada tingkat pengaruh dan
keterlibatan yang dirasakan individu dalam proses perancangan anggaran. Dengan
menyusun anggaran secara partisipatif diharapkan kinerja para manajer dan
karyawan akan meningkat. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa ketika tujuan
atau standar yang dirancang secara partisipatif disetujui, maka karyawan akan
menginternalisasikan tujuan atau standar yang ditetapkan, dan karyawan juga
memiliki rasa tanggungjawab pribadi untuk mencapainya karena merasa ikut serta
terlibat dalam penyusunan anggaran (Safitri, 2006:39).
Nurcahyani (2010:11) mendefenisikan partisipasi anggaran sebagai
berikut :
a. Sejauh mana anggaran dipengaruhi oleh keterlibatan para pengurus.
b. Alasan-alasan pihak manajer pada saat anggaran diproses.
c. Keinginan memberikan partisipasi anggaran kepada pihak manajer tanpa
diminta.
d. Sejauh mana manajer mempunyai pengaruh dalam anggaran akhir.
e. Kepentingan manajer dalam partisispasinya terhadap anggaran.
f. Anggaran didiskusikan antara pihak manajer puncak dengan manajer pusat
pertanggungjawaban pada saat anggaran disusun.
Munawar (2006:67) mengemukakan bahwa partisipasi anggaran
memberikan reaksi positif dan secara relatif sangat kuat kuat untuk meningkatkan
kinerja manajerial. Begitu juga pada pemerintah daerah reaksi tersebut merupakan
peningkatan kepuasan kinerja, penurunan ketegangan kerja dan peningkatan sikap
karyawan.
Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyorini (2010) terdapat pengaruh
positif antara partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial pada dinas
kesehatan pemerintah daerah kabupaten tuban.
Penelitian ini dilakukan pada Dinas pemerintah Kabupaten pelalawan
Provinsi Riau untuk mengetahui sejauh mana pengaruh partisipasi anggaran
terhadap kinerja manajerial di dinas kesehatan kabupaten pelalawan.
H1  : Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial.
2.6.2 Hubungan Sistem Pengukuran Kinerja Dan Kinerja Manajerial
kinerja manajerial sebagai kecakapan manajer dalam melaksanakan
kegiatan-kegiatan manajerial antara perencanaan, investigasi, koordinasi,
supervisi, pengaturan staf, negoisasi dan representasi.
Sistem pengukuran kinerja diharapkan akan mempengaruhi hasil kerja dari
manajer yang dalam hal ini adalah kinerja manajerial.
Sistem pengukuran kinerja juga menyediakan informasi yang relevan
dengan pengambilan keputusan. Informasi yang relevan diperoleh dari alat ukur
kinerja yang mencakup aspek keuangan dan non keuangan. Penyatuan alat ukur
yang meliputi rantai nilai sebuah organisasi diyakini dapat membantu manajer
untuk memahami hubungan lintas fungsional yang mengarahkan pada pemecahan
masalah dan pengambilan keputusan yang lebih baik dan tepat. Dengan cara ini
sistem pengukuran kinerja dapat memandu proses pengambilan keputusan dan
membantu mengevaluasi keputusan di masa lalu (Malina dan Selto, 2006:87).
Penelitian oleh AngripaFernando (2011) terdapat pengaruh positif antara
pengukuran kinerja terhadap kinerja manajerial pada kantor pelayanan pajak
pratama semarang.
H2 : Sistem Pengukuran Kinerja Berpengaruh Terhadap Kinerja
Manajerial.
2.6.3 Hubungan Akuntansi Pertanggungjawaban dan Kinerja Manajerial
Akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu konsep dari
akuntansi manajemen dan sistem akuntansi yang disesuaikan dengan pusat-pusat
pertanggungjawaban yang ada dalam organisasi. Istilah akuntansi
pertanggungjawaban ini akan mengarah pada proses akuntansi yang melaporkan
pengendalian biaya dan  tanggungjawabnya atau suatu sistem yang mengukur
rencana dan tindakan dari setiap pusat pertanggungjawaban.
Setiap manajer dan karyawan melaporan tentang perbandingan anggaran dan
realisasi yang merupakan alat bantu pengendalian. Oleh karena itu biaya ini harus
dapat dikendalikan pengeluarannya, karena tanpa adanya pengendalian maka jika
terjadi penyimpangan terhadap biaya dalam organisasi akan mengakibatkan buruknya
layanan terhadap publik.
Salah satu alat untuk mengendalikan penggunaan biaya dalam organisasi
adalah akuntansi pertanggungjawaban, karena dalam akuntansi pertanggungjawaban
terdapat struktur organisasi perusahaan secara terperinci sehingga memudahkan
pimpinan perusahaan untuk mendelegasikan wewenang kepada manajer dan
karyawan yang ada dibawahnya, dan apabila terjadi penyimpangan dalam
penggunaan biaya tersebut maka dapat dengan mudah pimpinan organisasi untuk
mencari siapa yang bertanggungjawab atas penyimpangan yang terjadi dalam biaya
tersebut.
Selain untuk memudahkan pendelegasian wewenang dalam akuntansi
pertanggungjawaban ini juga terdapat penyusunan anggaran biaya yang dilakukan
oleh tiap-tiap departemen sehingga pihak departemen dapat mengendalikan biaya
tersebut sesuai dengan anggaran yang telah dibuatnya.
Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyorini (2010) tentang pengaruh
partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja
manajerial pada dinas kesehatan pemerintah daerah Kabupaten Tuban
mengemukakan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara partisipasi anggaran
dan akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja manajerial.
H3 : Akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap kinerja
manajerial
2.6.4 Hubungan Partisipasi Anggaran, Sistem pengukuran kinerja dan
Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial
Anggaran adalah instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan
pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Partisipasi
anggaran dibutuhkan untuk mengetahui seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh
individu didalam menentukan dan menyusun anggaran yang ada dalam divisi atau
tiap pusat tanggungjawabnya, baik secara periodik maupun tahunan. Dengan kata
lain, kinerja aparat pemerintah daerah akan meningkat apabila ikut berpartisipasi
dalam penyusunan anggaran. Anggaran pada sektor publik terkait dengan proses
penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan
moneter yang menggunakan dana milik rakyat.
Anggaran dibuat dalam masing-masing pusat tanggungjawab yang dikenal
dengan akuntansi pertanggungjawaban, yaitu suatu sistem yang mengakui
berbagai pusat tanggung jawab dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang
manajer yang dapat bertanggungjawab terhadap aktivitas yang dilakukan
(Anthony :2005:177). Akuntansi pertanggungjawaban timbul sebagai akibat
adanya wewenang yang diberikan dan bagaimana mempertanggungjawabkan
dalam bentuk suatu laporan tertulis.
Sistem pengukuran kinerja diharapkan akan mempengaruhi hasil kerja dari
manajer yang dalam hal ini adalah kinerja manajerial. Seseorang yang memegang
posisi manajerial diharapkan mampu menghasilkan suatu kinerja manajerial yang
tinggi. Berbeda dengan kinerja karyawan umumnya yang bersifat konkrit, kinerja
manajerial adalah bersifat abstrak dan kompleks. (Mulyadi (2005:54).
Sistem pengukuran kinerja juga menyediakan informasi yang relevan
dengan pengambilan keputusan. Informasi yang relevan diperoleh dari alat ukur
kinerja yang mencakup aspek keuangan dan non keuangan. Penyatuan alat ukur
yang meliputi rantai nilai sebuah organisasi diyakini dapat membantu manajer
untuk memahami hubungan lintas fungsional yang mengarahkan pada pemecahan
masalah dan pengambilan keputusan yang lebih baik dan tepat. Dengan cara ini
sistem pengukuran kinerja dapat memandu proses pengambilan keputusan dan
membantu mengevaluasi keputusan di masa lalu (Malina dan Selto, 2006:90).
Akuntansi pertanggungjawaban yang baik, dalam penerapannya harus
menetapkan atau memberi wewenang secara tegas, karena dari wewenang ini akan
menimbulkan adanya tanggungjawab. Selanjutnya, kitannya dengan kinerja
adalah jika anggaran yang telah dibuat dalam masing-masing pusat tanggung
jawab dapat direalisasikan dengan baik maka akan meningkatkan kinerja
manajerial. Kinerja manajerial akan baik jika mengetahui dan ikut berpartisipasi
dalam anggaran yang buat.
Munawar (2006:41) mengemukakan bahwa  partisipasi anggaran
memberikan reaksi positif dan secara relatif sangat kuat untuk meningkatkan
kinerja manajerial organisasi. Begitu juga pada pemerintah daerah tersebut
merupakan peningkatan kepuasan kinerja, penurunan ketegangan kerja dan
peningkatan sikap karyawan. Kenis juga menjelaskan partisipasi anggaran sebagai
luasnya manajer terlibat dalam menyiapkan anggaran dan besarnya pengaruh
manajer terhadap budget goals unit organisasi yang menjadi tanggung jawabnya.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah partisipasi anggaran,
sistem pengukuran kinerja dan akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh secara
bersama-sama terhadap kinerja manajerial pada dinas kesehatan kabupaten
pelalawan.
H3   : Partisipasi anggaran, sistem pengukuran kinerja dan akuntansi
pertanggungjawaban berpengaruh secara simultan terhadap kinerja manajerial.
2.7 Tanggungjawab dan Kinerja Dalam Islam
Manusia diberi tugas dan tanggungjawab oleh Allah SWT agar manusia
dapat bekerja dengan baik dan melaksanakan tugas dengan semestinya. Firman














“ Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya
(sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada
hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah
dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. Barang siapa yang
berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk
(keselamatan) dirinya sendiri, dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya
dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri, dan seseorang yang berdosa tidak
dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan meng’azab sebelum kami














































































































































































































Variabel Independen Variabel Dependen
Keterangan      :
: Pengujian secara parsial
: Pengujian secara simultan
Partisipasi Anggaran
XI
Kinerja Manajerial
Akuntansi
Pertanggungjawaban
X3
Sistem Pengukuran
Kinerja
X2
